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ABSTRAK 

 

Doktrin tanggung jawab mutlak merupakan doktrin yang dikembangkan 

dari sistem hukum Anglo Saxon sejak pertengahan abad ke-19. Umumnya, 

tanggung jawab mutlak digunakan dalam penyelesaian sengketa perdata yang 

disebabkan oleh perbuatan melawan hukum. Dalam hukum Indonesia, doktrin ini 

digunakan sebagai lex specialis pada ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang 

penyelesaian sengketa lingkungan hidup. Pasal 88 Undang-undang Nomor 32 

Tahun 2009 menegaskan bahwa tanggung jawab tanpa unsur kesalahan ini 

diberlakukan dalam kegiatan-kegiatan yang menggunakan B3, mengelola dan 

menghasilkan limbah B3, serta aktifitas yang menimbulkan ancaman serius bagi 

lingkungan hidup. Penelitian ini menjelaskan bagaimana pandangan hukum Islam 

terhadap tanggung jawab mutlak dalam hukum lingkungan hidup di Indonesia 

menggunakan teori Wahbah az-Zuḥailī tentang pembentukan tanggung jawab 

hukum dalam fikih ḍamān. Kemudian penggunaan pandangan az-Zuḥailī dalam 

pembinaan hukum lingkungan hidup di Indonesia diteliti menggunakan teori as-

siyāsah as-syar’iyyah ‘Abdul Wahab Khalāf. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research) dengan 

pendekatan yuridis-normatif. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

teori Wahbah az-Zuḥailī tentang pembentukan tanggung jawab hukum dalam fikih 

ḍamān dan teori ‘Abdul Wahab Khalāf tentang as-siyāsah as-syar’iyyah. Metode 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-analitis. Pengumpulan data 

untuk penelitian ini dilakukan dengan menelusuri literatur yang membahas tentang 

tanggung jawab mutlak, fikih ḍamān, dan as-siyāsah as-syar’iyyah. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tanggung jawab mutlak dalam 

hukum lingkungan hidup di Indonesia tidak menyalahi ketentuan yang terdapat 

dalam hukum Islam. Wahbah az-Zuḥailī memandang bahwa terdapat pengecualian 

dalam penggunaan unsur pelanggaran (at-ta’addī) yang sesuai dengan manfaat 

hukum ḍamān, yakni mengembalikan hak-hak yang hilang (al-jabr). Sementara 

menurut teori hubungan kausalitas, tanggung jawab mutlak hanya dapat 

diberlakukan terhadap kerugian yang disebabkan secara langsung (al-mubāsyarah) 

saja, serta harus tetap menyertakan alasan-alasan pemaaf. Sementara itu, 

penggunaan pandangan az-Zuḥailī terhadap tanggung jawab mutlak dapat 

digunakan dalam pembinaan hukum lingkungan hidup di Indonesia dengan syarat 

dapat mewujudkan kemaslahatan, menghindari kemudaratan, dan tidak 

bertentangan dengan syariat Islam. Dalam persepektif as-siyāsah as-syar’iyyah, 

untuk memastikan hak-hak individu dan persamaan di mata hukum (equality before 

the law), maka faktor-faktor pemaaf harus disertakan dalam pengaturan yang 

menggunakan tanggung jawab mutlak. 

 

Kata Kunci: tanggung jawab mutlak, hukum lingkungan hidup, fikih ḍamān, as-

siyāsah as-syar’iyyah. 
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ABSTRACT 

 

Strict liability is a doctrine originated from common law system since the 

middle of the 19th century. Generally, the doctrine is used in litigation arised from 

civil wrong. In Indonesian law, the doctrine is used as lex specialis in rules 

governing dispute resolution in environmental cases. Article No. 88 of Act No. 32 

Year 2009 stated that liability regardless of fault is implemented for activities using 

dangerous substances, processing and producing dangerous waste, and activities 

with a great threat to the environment. This research attempts to explain Islamic 

Law’s view on strict liability in Indonesian environmental law using Wahbah az-

Zuḥailī’s theory on construction of liability in fiqh ḍamān. Subsequently, the 

implementation of az-Zuḥailī’s view in developing Indonesian environmental law 

is discussed with ‘Abdul Wahab Khalāf’s theory of as-siyāsah as-syar’iyyah. 

This research is library research using normative legal approach. The 

theory utilised for the purpose of the research is Wahbah az-Zuḥailī’s theory on 

construction of liability in fiqh ḍamān and ‘Abdul Wahab Khalāf’s theory of as-

siyāsah as-syar’iyyah. The analysis method used in this research is descriptive 

analytical. The data is collected through the observation of literatures discussing 

strict liability issues, fiqh ḍamān, and as-siyāsah as-syar’iyyah. 

The research finds that strict liability in Indonesian environmental law is 

not repugnant to rules in the Islamic law. Wahbah az-Zuḥailī considered various 

exceptions in the implementation of transgression elemnent (at-ta’addī) which 

confirms the benefit of the law, which is recovery of rights (al-jabr). Subsequently, 

according to causation theory, strict liability can only be implemented in losses 

caused by direct cause (al-mubāsyarah), accompanied with available but restricted 

defences for the defendant. On the other hand, the implementation of az-Zuḥailī’s 

view on strict liability can be use in legal development on environmental matters in 

Indonesia, as long as it create benefits, avoiding harm, and is not contradicicting 

principles of sharia. According to as-siyāsah as-syar’iyyah perspective, to 

guarantee the personal rights and equality before the law, the defences in strict 

liability must be made available in the rules governing the strict liability. 

 

Keywords: strict liability, environmental law, fiqh ḍamān, as-siyāsah as-syar’iyyah 
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MOTTO 

Do not hate what you do not know,  

for the greater part of knowledge  

consists of what you do not know. 

- ‘Alī ibn Abī Ṭālib Karramallāhu Wajhahu - 
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 ya’ y ye ي 29

 

 

II. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis Rangkap 

 ditulis  Sunnah    سنة

 ditulis  ‘illah    علة

III. Ta’ Marbutah di Akhir Kata 

A. Bila dimatikan ditulis dengan h 

 ditulis  al-māidah    المائدة 



 

 

 x   

 

 ditulis  islāmiyyah   إسلامية 

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke 

dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila 

dikehendaki lafal aslinya) 
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 ditulis  Muqāranah al-mażāhib   مقارنة المذاهب 

IV. Vokal Pendek 
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VI. Vokal Rangkap 
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Fathah wāwu mati  ditulis  au 

 ditulis  Qaul    قول

VII. Vokal Pendek yang Berurutan Dalam Satu Kata Dipisahkan Dengan 
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 ditulis  a’antum    أأنتم
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 ditulis  la’in syakartum    لإن شكرتم

VIII. Kata Sandang Alif + Lam 

A. Bila diikuti huruf Qomariyyah 

 ditulis  al-Qur’an   القرآن

 ditulis  al-Qiyās   القياس 

B. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf 

syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el) nya. 

 ditulis  ar-Risālah   الرسالة

 ’ditulis  an-Nisā   النساء
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Lingkungan hidup adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari sistem 

kehidupan manusia. Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, 

lingkungan hidup yang sehat dan baik merupakan salah satu hak konstitusional 

setiap warga negara yang telah dijamin dan diatur di dalam Undang-undang Dasar.1 

Sebagai pengejawantahan pada general rule yang tertera pada konstitusi tersebut, 

negara kemudian menyiapkan perangkat-perangkat hukum yang berkaitan 

dengannya. Aturan paling mutakhir yang mengatur lingkungan hidup adalah 

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup atau masyhur disebut UUPPLH. 

Setiap warga negara mempunyai kewajiban untuk memelihara kelestarian 

fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan kerusakan 

lingkungan hidup.2 Ketentuan-ketentuan ini sudah seharusnya mendapat perhatian 

dari para pelaku usaha, terutama korporasi-korporasi besar yang melaksanakan 

usahanya dengan risiko yang tinggi (high risk). Ironinya, realitas di lapangan kerap 

 
1 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28H menyatakan 

bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan 

lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. 

 
2 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup, Pasal 67 dan 68. 
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kali menunjukkan bahwa tidak sedikit pelaku usaha yang memberikan dampak 

buruk pada lingkungan hidup melalui usaha yang ia jalankan.3 

Di antara faktor pemicu terjadinya kerusakan lingkungan adalah motif 

ekonomi.4 Pemanfaatan sumber daya alam dengan skala risiko yang tinggi, jika 

tidak dikelola dengan kehati-hatian tinggi (extra care) berpotensi menyebabkan 

kerusakan lingkungan dengan skala yang masif pula. Kerugian ini tentunya harus 

dibayar oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab. Sayangnya, masih banyak 

gugatan yang diajukan ke pengadilan justru ditolak oleh majelis hakim. Di 

antaranya adalah gugatan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang 

ditolak oleh Pengadilan Negeri Palembang tahun 2015.5 6  

Dalam melihat kasus-kasus ini, ketentuan yang sering diperhatikan adalah 

Pasal 1365 dan 1366 KUHPerdata tentang Perbuatan Melawan Hukum.7 Namun 

ketentuan yang tertera pada pasal-pasal tersebut belumlah dianggap cukup dalam 

 
3 Menurut data dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) dalam Environmental 

Outlook 2013 WALHI, Jalan Panjang Menuju Keadilan Ekologis, dinyatakan bahwa perusak 

lingkungan hidup yang tertinggi adalah korporasi terutama yang berinvestasi di sektor tambang dan 

perkebunan. 

 
4 Garrett Hardin berpendapat bahwa alasan-alasan ekonomi yang sering kali menggerakkan 

perilaku manusia dan keputusan-keputusan yang diambil oleh manusia secara perorangan maupun 

dalam kelompok, terutama dalam hubungannya dalam pemanfaatan sumber daya alam milik 

bersama/umum. Selengkapnya baca dalam Garrett Hardin, The Tragedy of The Commons, dalam 

Aditia Syaprillah, Buku Ajar Mata Kuliah Hukum Lingkungan (Sleman: Deepublish Publisher, 

2018), hlm. 18. 

 
5 Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 24/Pdt.G/2015/PN.Plg.  

 
6 https://news.detik.com/berita/3109792/putusan-pn-palembang-yang-bebaskan-pt-bmh-

ganti-rugi-rp-79-t-disesalkan, diakses pada 18 Desember 2019 pukul 10:06. 

 
7 KUHPerdata Pasal 1365: “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa 

kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya 

untuk menggantikan kerugian tersebut.”  Pasal 1366 berbunyi: “Setiap orang bertanggung jawab, 

bukan hanya atas kerugian yang disebabkan oleh perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian 

yang disebabkan kelalaian atau kesembronoannya.” 

 

https://news.detik.com/berita/3109792/putusan-pn-palembang-yang-bebaskan-pt-bmh-ganti-rugi-rp-79-t-disesalkan
https://news.detik.com/berita/3109792/putusan-pn-palembang-yang-bebaskan-pt-bmh-ganti-rugi-rp-79-t-disesalkan
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menangani kasus-kasus perusakan lingkungan karena masih menganut asas fault 

liability.8 Pada praktiknya, asas ini seringkali digunakan untuk menghindari 

tanggung jawab ganti rugi dengan menepis adanya unsur kesalahan dan kelalaian. 

Untuk mengatasi hal ini, digunakanlah asas pengecualian yang disebut tanggung 

jawab mutlak atau strict liability yang dikenal dalam tradisi hukum Anglo Saxon. 

Sementara itu, di dalam hukum Islam sendiri terdapat konsep hukum 

sebagai perlindungan terhadap harta kekayaan. Hal ini tertuang dalam konsep 

maqāshid al-syarī’ah, yang salah satunya menyebut hifẓ al-māl, yakni menjaga 

harta, baik secara individu maupun kolektif.9 10 Sementara dalam tataran 

praksisnya, ketentuan tanggung jawab hukum dan ganti rugi dikaji secara khusus di 

dalam fikih ḍamān. Prinsip utama dalam fikih ḍamān adalah bahwa tidak 

diperbolehkan menyebabkan kerugian pada diri sendiri dan orang lain.11 Kaidah 

serupa menyatakan bahwa kerugian dan bahaya haruslah diatasi.12 Sehingga 

semestinya setiap kerugian yang timbul di dalam kehidupan manusia haruslah 

 
8 Fault Liability berangkat dari satu kaidah hukum klasik yang berbunyi, “There can be no 

liability without fault.” Menurut kaidah ini, seseorang tidak dapat dibebani tanggung jawab untuk 

membayar ganti rugi jika ia tidak berbuat salah. Kesalahan yang dimaksud mencakup pelanggaran 

terhadap hak orang lain (seperti dengan penyerobotan) dan kecerobohan (negligence). Selengkapnya 

dapat dibaca dalam Chris Turner and Sue Hodge, Unlocking Torts, edisi ke-3 (London: Hodder 

Education, 2014), hlm. 9. 

 
9 ‘Abdul Karīm Zaidān, al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh (Kairo: Muassasah Qurthubah, 1976), 

hlm. 380-381. 

 
10 Menurut as-Syāṭibi urgensi memelihara kepentingan umum lebih besar dari kepentingan 

personal. Selengkapnya dalam Abu Ishāq as-Syāṭibī, Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl as-Syarī’ah (Kairo: Dār 

al-Gad al-Jadīd, 2014), III: 272. 

 
11 Dalam teks aslinya berbahasa Arab, kaidah ini berbunyi, "لا ضرر ولا ضرار", yakni sesuai 

dengan hadis Nabi SAW. dengan lafadz yang sama. Selanjutnya dapat dilihat dalam Musṭafa Aāmad 

az-Zarqā, al-Fi’lu ad-Ḍār wa ad-Ḍamān Fīhi (Damaskus: Dār al-Qalam, 1988), hlm. 17. 

 
12 Jalaluddin as-Suyuṭi, al-Asybāh wa an-Naẓāir fī Qawā’id wa Furū’ Fiqhi as-Syāfi’iyyah, 

cetakan ke-3 (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2015), hlm. 132. 
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diatasi dan dihilangkan. Hal ini tentunya meniscayakan adanya pihak yang harus 

bertanggung jawab saat timbulnya kerugian dan bahaya. 

Dengan menyebutkan prinsip-prinsip hukum Islam tadi, kasus perusakan 

terhadap lingkungan perlu mendapat perhatian yang besar. Melalui penelitian ini, 

penulis hendak memahami konsep strict liability dalam hukum lingkungan hidup 

dan pandangan hukum Islam. Agar penelitian menjadi lebih terarah, maka 

pembahasan ini difokuskan pada pandangan Wahbah az-Zuḥailī terhadap konsep 

strict liability dalam hukum lingkungan hidup di Indonesia. Sementara itu, guna 

memperoleh pandangan yang ideal dari Wahbah az-Zuḥailī, peneliti menggunakan 

teori az-Zuhalī tentang pembentukan tanggung jawab hukum dalam fikih ḍamān. 

Sementara dalam menjelaskan kontekstualisasi pandangan az-Zuḥailī tersebut, 

penulis menggunakan teori siyāsah as-syari’ah ‘Abdul Wahāb Khalāf. 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimanakah teori pembentukan tanggung jawab hukum Wahbah az-Zuḥailī 

dalam fikih ḍamān memandang doktrin tanggung jawab mutlak (strict liability) 

dalam hukum lingkungan hidup di Indonesia? 

2. Bagaimanakah pandangan Wahbah az-Zuḥailī tersebut dikontekstualisasikan 

dalam pembinaan hukum lingkungan hidup di Indonesia? 
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C. Tujuan dan Kegunaan 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 

a. Menjelaskan pemberlakuan doktrin tanggung jawab mutlak pada hukum 

lingkungan hidup di Indonesia. 

b. Menjelaskan pandangan Wahbah az-Zuhalī terhadap doktrin tanggung 

jawab mutlak dalam hukum Islam melalui tinjauan teori pembentukan 

tanggung jawab hukum dalam fikih ḍamān. 

c. Menjelaskan kontekstualisasi pandangan Wahbah az-Zuḥailī dalam 

membina hukum lingkungan hidup di Indonesia. 

2. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik dalam tataran 

teoritis maupun praktis. Dalam tataran teoritis, penulis berharap penelitian ini 

akan mampu memberi sumbangan keilmuan, pemahaman, dan wawasan, baik 

bagi para peneliti, ilmuwan, dan akademisi, khususnya dalam bidang hukum 

Islam yang berkaitan dengan tanggung jawab terhadap perusakan lingkungan. 

Dalam pandangan penulis dan hasil diskusinya dengan para akademisi dalam 

bidang hukum Islam, penelitian mengenai tanggung jawab mutlak dalam 

hukum Islam masih sangat jarang dijumpai. Sehingga penulis berharap 

penelitian ini mampu mengisi kekosongan pada ruang tersebut. 

Dalam tataran praktis, penulis berharap agar penelitian ini dapat 

memberi manfaat, khususnya dalam penegakan hukum pada kasus perusakan 

lingkungan. Mengingat peliknya penanganan kasus-kasus perusakan 
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lingkungan di lembaga-lembaga peradilan, penulis berharap bahwa diskursus 

pada persoalan tanggung jawab mutlak ini (strict liability) ini mampu 

membantu para praktisi hukum untuk menegakkan hukum seadil-adilnya 

dalam kasus-kasus tersebut serta tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip 

hukum Islam. 

 

D. Telaah Pustaka 

Penerapan konsep strict liability sebagai landasan penetapan tanggung jawab ganti 

rugi merupakan topik yang masih relevan untuk terus diteliti. Lebih lagi, jika 

dikaitkan dengan pembahasan mengenai penerapannya pada kasus-kasus 

lingkungan hidup. Berikut ini adalah beberapa hasil penelitian yang dianggap 

relevan dengan topik penelitian ini: 

Pertama, artikel yang ditulis oleh Alexandre Kiss dan Dinah Shelton 

berjudul, “Strict Liability in International Environmental Law”. Dalam tulisan 

tersebut, Kiss dan Shelton membahas tentang tanggung jawab ketat (strict liability) 

suatu negara terhadap kerusakan lingkungan yang berdampak pada wilayah di luar 

teritorinya yang mana ditimbulkan oleh orang yang berada di bawah jurisdiksinya. 

Mereka menyimpulkan bahwa, dalam konteks hukum internasional, negara-negara 

terkesan ragu untuk menerima ketentuan internasional yang mewajibkan mereka 

untuk bertanggung jawab pada aktifitas individu di bawah kewenangannya yang 

berpotensi menyebabkan kerusakan lingkungan.13 Tulisan ini secara spesifik 

 
13 Dinah L. Shelton & Alex Kiss, Strict Liability in International Environmental Law dalam 

Law of Sea, Environmental Law and Settlement of Disputes: Liber Amicorum Judge Thomas A. 

Mensah (Brill Academic Publishers, 2007). 
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menjelaskan tentang penerapan asas strict liability dalam konteks hukum 

internasional. Sedangkan penerapannya di dalam hukum negara dan pandangan 

hukum Islam mengenai penerapan strict liability belum dikupas dalam tulisan 

tersebut. 

Kedua, tesis yand ditulis oleh Dessy Andrea Muslim berjudul “Penerapan 

Asas Tanggung Jawab Mutlak dalam Kasus Lingkungan Hidup di Pengadilan 

Negeri” pada tahun 2000 di Universitas Diponegoro, Semarang. Dalam tulisan 

tersebut, ia menjelaskan tentang penerapan asas tanggung jawab mutlak dalam 

kasus lingkungan hidup yang berada di lingkungan Pengadilan Negeri. Di samping 

itu, ia juga meneliti faktor-faktor yang menentukan menentukan digunakannya asas 

tersebut, serta hambatan-hambatan dalam penerapannya. Meski demikian, 

dikarenakan penelitian ini dilakukan dua dekade yang lalu, maka diperlukan 

pembaharuan penelitian tersebut dengan menghadirkan ketentuan hukum dan 

praktiknya yang kontemporer. Di samping itu, tulisan ini juga tidak membahas 

mengenai pandangan hukum Islam tentang konsep strict liability dan penerapannya 

dalam kasus perusakan lingkungan hidup. 

Ketiga, buku yang ditulis oleh Aris Anwaril Muttaqin berjudul “Sistem 

Transaksi Syariah, Konsep Ganti Rugi dalam Hukum Bisnis Syariah”. Tulisan ini 

menganalisa pemikiran Syihabuddin al-Qarāfī mengenai konsep ganti rugi yang 

dikaitkan dengan Fatwa DSN Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000. Hasil dari penelitian 

ini mengemukakan bahwa menurut al-Qarāfī, ganti rugi dapat dikelompokkan 

menjadi ganti rugi pidana dan perdata. Ia juga mengklasifikasikan ganti rugi yang 

timbul karena perbuatan melawan hukum dan yang timbul karena wanprestasi. 
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Ganti rugi merupakan akibat hukum yang harus dilaksanakan karena adanya 

pertanggung jawaban pada diri seseorang.14 Dalam tulisan ini belum ditemukan 

pembahasan spesifik mengenai strict liability dan penerapannya dalam hukum 

Islam. 

Keempat, artikel yang ditulis oleh Hyronimus Rhiti berjudul “Tanggung 

Jawab Mutlak Dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup” dalam Jurnal 

Hukum Justitia Et Pax. Tulisan ini membahas tentang kedudukan dan penerapan 

tanggung jawab mutlak dalam penyelesaian sengketa lingkungan melalaui 

pengadilan (secara perdata). Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa tanggung 

jawab mutlak mempunyai kedudukan sebagai norma dalam UUPLH yang berkaitan 

dengan penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan, khususnya 

untuk ganti rugi dan pemulihan lingkungan hidup. Manfaat dari penerapan asas ini 

adalah korban tidak perlu membuktikan lagi unsur kesalahan tergugat.15 Penelitian 

ini tidak membahas mengenai pandangan hukum Islam terhadap konsep dan 

penerapan strict liability dalam kasus perusakan lingkungan. 

Kelima, artikel yang ditulis oleh St. Ulfah, Alma Manuputty, S.M. Noor, 

dan A.M. Yunus Wahid berjudul “Strict Liability Principle In Environmental Legal 

System” dalam Journal of Law, Policy, and Globalization. Tulisan ini 

mendiskusikan implementasi hukum internasional pada strict liability dalam sistem 

hukum lingkungan. Menurut tulisan ini, konsep penerapan tanggung jawab mutlak 

 
14 Aris Anwarul Muttaqin, Sistem Transaksi Syariah, Konsep Ganti Rugi dalam Hukum 

Bisnis Syariah (Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group, 2015), hlm. 109. 

 
15 Hyronimus Rhiti, “Tanggung Jawab Mutlak dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan 

Hidup”, Jurnal Hukum Justitia Et Pax, Volume 31 Nomor 2, Desember 2015, hlm. 27-55.  
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sebagai salah satu aspek hukum dalam hukum lingkungan hidup pada dasarnya 

adalah implementasi ketentuan-ketentuan khusus (lex specialis) yang menjadi 

pengecualian dari ketentuan umum (lex general) dalam Pasal 1365 Kitab Undang-

undang Hukum Perdata.16  

Keenam, disertasi yang ditulis oleh Abdul Basir bin Mohamad di University 

of Edinburgh berjudul “Islamic Law of Tort”. Dalam penelitiannya, Abdul Basir 

bin Mohammad menjelaskan tentang kasus-kasus dan prinsip-prinsip perbuatan 

melawan hukum dalam hukum Islam. Menurut penelitian ini, para fukaha klasik 

tidak membahas perbuatan melawan hukum dalam pembahasan yang spesifik dan 

sistematis. Pendekatan para fukaha pada waktu itu hanya bersifat ad hoc dan 

insidentil saja. Meski demikian, dalam perjalanannya hukum Islam telah 

menetapkan dasar-dasar dan prinsip-prinsip hukum dan mengembangkan teori-

teori mengenai perbuatan melawan hukum dengan pendekatan hukum Islam yang 

independen.17 Perbedaan penelitian Abdul Basir dan penelitian yang dilakukan oleh 

penulis adalah fokus penelitian. Fokus penelitian Abdul Basir adalah Hukum 

Perbuatan Melawan Hukum Islam, sedangkan fokus penelitian penulis adalah 

tanggung jawab mutlak dalam hukum lingkungan hidup dalam pandangan hukum 

Islam. 

Ketujuh, tulisan Eko Nur Cahyo dan Nizham Mahmudi Muttaqin dalam 

jurnal Ijtihad yang berjudul “The Application of Strict Liability on Corporation of 

 
16 St. Ulfah, et. al., “Strict Liability Principle In Environmental Legal System, Journal of 

Law, Policy, and Globalization, Vol. 71, 2018, hlm 100-107. 

 
17 Abdul Basir bin Mohamad, “Islamic Law of Tort”, Disertasi, University of Edinburgh 

(1997), hlm. 401 
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Forest and Land Fires on The Perspective of Environmental Law and Fiqh al-Biah 

(An analysis of decision: 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt.Sel).” Tulisan ini 

menganalisa implementasi tanggung jawab mutlak dalam kasus kebakaran hutan 

antara KLHK dan PT WAJ yang diadili oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 

pada tahun 2016. Dalam kesimpulannya, tulisan ini merekomendasikan bahwa 

doktrin tanggung jawab mutlak harus digunakan beriringan dengan gugatan 

perbuatan melawan hukum dengan limit of liability.18 Perbedaan penelitian Cahyo 

dan Muttaqin ini dengan penelitian penulis adalah penelitian Cahyo dan Muttaqin 

menggunakan teori fikih al-bīah dan maqāṣid as-syarī’ah sebagai pisau analisis. 

Sedangkan penulis menggunakan teori fikih ḍamān dan as-siyāsah as-syar’iyyah. 

Kedelapan, artikel yang ditulis oleh Andri G. Wibisana dalam Review of 

European, Comparative & International Environmental Law (RECIEL) yang 

berjudul “The Many Faces of Strict Liability in Indonesia’s Wildfire Litigation”. 

Tulisan tersebut membahas tentang penafsiran yang kurang tepat dalam memahami 

dan menggunakan doktrin tanggung jawab mutlak dalam kasus kebakaran hutan, di 

mana tanggung jawab mutlak dianggap bagian dari perbuatan melawan hukum. 

Dalam kesimpulannya, Andri G. Wibisana menyatakan bahwa aktifitas 

pembersihan dan pengeringan lahan gambut dapat dikategorikan sebagai aktifitas 

amat sangat berbahaya. Meski demikian, pihak tergugat tetap dapat membela diri 

 
18 Eko Nur Cahyo dan Nizham Mahmudi Muttaqin, “The Application of Strict Liability on 

Corporation of Forest and Land Fires on The Perspective of Environmental Law and Fiqh Al-Biah 

(An analysis of decision Number:456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt. Sel)”, Jurnal Ijtihad, Vol. 23 No. 2, 

September 2019, hlm. 215-216. 
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di pengadilan.19 Perbedaan tulisan Wibisana dengan penelitian penulis adalah 

bahwa fokus penelitian Wibisana adalah penerapan doktrin tanggung jawab mutlak 

dalam kasus kebakaran hutan, sedangkan penelitian penulis berfokus kepada 

pandangan hukum Islam terhadap doktrin tanggung jawab mutlak. 

Kesembilan, tulisan Yudha Hadian Nur dan Dwi Wahyuniati Prabowo 

dalam Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan berjudul “Penerapan Prinsip Tanggung 

Jawab Mutlak (Strict Liability) dalam Rangka Perlindungan Konsumen”. Dalam 

kesimpulannya, Nur dan Prabowo menyatakan bahwa penerapan tanggung jawab 

mutlak dalam kasus yang melibatkan produsen dan konsumen dengan 

menggunakan strict liability dan product liability masih sangat langka. Umumnya 

para pihak yang bersengketa masih menggunakan mekanisme pelanggaran hukum 

secara umum.20 Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah bahwa 

fokus kajian dalam penelitian ini adalah penerapan tanggung jawab mutlak dalam 

kasus sengketa antara produsen dan konsumen, sedangkan penelitian penulis 

membahas mengenai doktrin tanggung jawab mutlak dalam hukum lingkungan 

hidup ditinjau dengan perspektif hukum Islam. 

 

Kesepuluh, tulisan Imamulhadi dalam jurnal Mimbar Hukum berjudul 

“Perkembangan Prinsip Strict Liability dan Precautionary Principle dalam 

 
19 Andri G. Wibisana, “The Many Faces of Strict Liability In Indonesia's Wildfire 

Litigation”, Review of European, Comparative & International Environmental Law, Vol. 28, No. 2, 

2019, hlm. 185-196. 

 
20 Yudha Hadian Nur dan Dwi Wahyuniarti Prabowo, “Penerapan Prinsip Tanggung Jawab 

Mutlak (Strict Liability) dalam Rangka Perlindungan Konsumen”, Buletin Ilmiah Litbang 

Perdagangan, Vol. 5, No. 2, Desember 2011, hlm. 177-195. 
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Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Pengadilan”. Tulisan ini meneliti 

implementasi prinsip strict liability dan precautionary principle dalam Putusan 

Pengadilan Negeri Bandung Nomor 49/Pdt.G/2003/PN BDG tentang kasus longsor 

di Gunung Mandalawangi. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa 

implementasi kedua prinsip tersebut kasus gugatan ganti rugi dalam kasus longsor 

Gunung Mandalawangi tidak sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 

1997, akan tetapi sudah selaras dengan tujuan implementasinya. Putusan 

pengadilan terhadap kasus tersebut juga menjadi yurisprudensi dalam implementasi 

prinsip strict liability dan precautionary principle dalam hukum lingkungan hidup 

di Indonesia.21 Perbedaan penelitian ini dengan kajian yang dilakukan penulis 

adalah bahwa penelitian ini berfokus pada implementasi strict liability dan 

precautionary principle dalam kasus kerusakan lingkungan hidup, sedangkan 

penelitian penulis secara khusus membahas tentang pandangan hukum Islam 

terhadap doktrin tanggung jawab mutlak. 

Dalam proses penelusuran dan pembacaan terhadap hasil-hasil penelitian 

terdahulu yang masih relevan, peneliti telah menemukan beberapa penelitian yang 

menjadikan strict liability sebagai topik utama pembahasan. Baik dalam konteks 

hukum lingkungan Internasional, penerapannya dalam sistem hukum lingkungan di 

Indonesia, kedudukannya dalam proses peradilan, atau penerapannya dalam 

memutuskan kasus-kasus kerusakan lingkungan di Pengadilan Negeri. Juga 

terdapat penelitian mengenai konsep ganti rugi di dalam Islam. Namun sejauh ini, 

 
21 Imamulhadi, “Perkembangan Prinsip Strict Liability dan Precautionary Principle dalam 

Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Pengadilan”, Mimbar Hukum, Vol. 25, No. 3, Oktober 

2013, hlm. 417-432. 



13 

 

     

 

peneliti belum menemukan penelitian yang secara komprehensif membahas tentang 

pandangan hukum Islam terhadap tanggung jawab mutlak atau strict liability pada 

hukum lingkungan hidup di Indonesia, khususnya melalui tinjauan teori Wahbah 

az-Zuḥailī tentang pembentukan tanggung jawab hukum fikih ḍamān dan teori 

‘Abdul Wahab Khalāf tentang as-siyāsah as-syar’iyyah. Oleh sebab itu, peneliti 

tertarik untuk membahas topik ini untuk mengisi kekosongan lantaran belum ada 

penelitian yang dilakukan mengenai pembahasan ini secara komprehensif. 

 

E. Kerangka Teoretik 

1. Teori Kausalitas dalam Fikih Ḍamān 

Secara etimologis kata ḍamān berarti tanggung jawab atau kewajiban.22 

Sedangkan secara terminologis, ḍamān berarti kewajiban untuk membayar ganti 

rugi kepada orang lain terhadap sesuatu yang menimpanya, baik berupa kerusakan 

harta kekayaan, hilangnya manfaat, atau karena bahaya parsial maupun menyeluruh 

yang terjadi pada jiwa manusia. Ini adalah pengertian yang dikemukakan oleh 

Wahbah az-Zuḥailī.23 

Ketentuan mengenai ganti rugi diakui oleh syariat demi menjaga harta 

kekayaan milik diri sendiri dan orang lain. Selain itu, hukum ganti rugi atau ḍamān 

juga ditujukan untuk memberikan solusi pada kerugian yang timbul, baik akibat 

kesalahan maupun kelalaian orang lain, baik yang disengaja maupun tidak. Di 

 
22 Lembaga Bahasa Arab Kairo, al-Mu’jam al-Wasīṭ (Istanbul, Dār ad-Da’wah, 1989), hlm. 

544. 

 
23 Wahbah az-Zuhailī, Naẓariyyah ad-Ḍamān, au Ahkām al-Mas’ūliyyah al-Madaniyyah 

wa al-Jināiyyah fi al-Fiqh al-Islami (Damaskus: Dār al-Fikr, 1998) hlm. 22. 
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dalam hukum Islam, landasan hukum mengenai ganti rugi terdapat dalam al-Qur’an 

dan hadis Nabi Saw. Di antaranya adalah surat as-Syura ayat 40: 

 

 وجزاء سيئة سئية مثلها 

 

Sedangkan di dalam hadis Nabi Saw adalah hadis riwayat Samrah bin 

Jundub yang artinya, “Setiap tangan wajib bertanggung jawab atas apa yang ia 

ambil (pinjam), sampai ia mengembalikannya.”24 

Beberapa pakar hukum Islam kontemporer telah mencoba mengembangkan 

pembahasan mengenai fikih ḍamān. Di antaranya adalah Wahbah az-Zuḥailī dalam 

karyanya berjudul Naẓariyyah ad-Ḍamān atau juga disebut Aḥkām al-Mas’uliyyah 

al-Madaniyyah wa al-Jinā’iyyah fi al-Fiqh al-Islami. Selanjutnya, Musṭafa Aḥmad 

az-Zarqā juga mengkaji fikih ḍamān dan kaitannya dengan perbuatan melawan 

hukum. Dalam tulisannya yang berjudul Al-Fi’lu ad-Ḍār wa ad-Ḍamān Fīhi, Az-

Zarqā menggunakan istilah al-fi’l ad-ḍār sebagai isitilah baku untuk perbuatan 

merugikan atau perbuatan melawan hukum. Karya az-Zarqā mencoba menjabarkan 

ketentuan-ketentuan umum mengenai perbuatan melawan hukum yang 

disaripatikan dari dalil-dalil dari al-Qur’an dan hadis Nabi Saw, dengan menelaah 

hukum perdata Jordania yang mengatur perbuatan melawan hukum. 

Secara lebih terperinci, Wahbah az-Zuḥailī mengulas penetapan tanggung 

jawab untuk mengganti rugi dengan melihat kepada tiga sebab utama yang saling 

berhubungan, yakni adanya pelanggaran (at-ta’addī), terwujudnya kerugian (aḍ-

 
24 Ibnu Ḥajar al-‘Asqalānī, Bulūg al-Marām min Adillati al-Aḥkām (Jakarta, Dār al-Kutub 

al-Islāmiyah, 2002), hlm. 202, hadis no. 764. 
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ḍarar), dan adanya hubungan kausalitas antara pelanggaran dengan kerugian (al-

‘alāqah as-sababiyyah atau ar-rābiṭah). Ia menyebut dua unsur pertama sebagai 

rukun ḍamān, sedangkan hubungan kausalitas hanya difungsikan untuk 

memastikan tidak adanya penghalang dari penetapan tanggung jawab hukum 

(mani’ li as-sabab) Az-Zuḥailī kemudian mengkategorikan penyebab terjadinya 

kerugian dari dua hubungan kausalitas, yakni secara langsung (mubāsyarah) dan 

sebab tidak langsung (tasabbub).25 Teori ini bersumber pada kaidah-kaidah hukum 

fikih dalam pembahasan ganti rugi (ḍamān), di antaranya adalah kaidah “penyebab 

kerugian langsung (al-mubasyir) bertanggung jawab meski tanpa unsur 

kesengajaan” dan “penyebab kerugian tidak langsung (al-mutasabbib) tidak 

bertanggung jawab kecuali dengan unsur kesengajaan”26.  

Teori pembentukan tanggung jawab hukum inilah yang dianggap oleh 

peneliti sebagai salah satu pisau analisis yang tepat untuk membedah penerapan 

asas tanggung jawab mutlak dalam kasus perusakan lingkungan. Karena untuk 

menjawab pertanyaan “siapa yang harus bertanggung jawab” haruslah ditemukan 

benang merah antara kerugian yang ditimbulkan dengan pihak-pihak yang 

menyebabkannya, baik secara langsung maupun tidak langsung. 

2. Teori as-Siyāsah as-Syar’iyyah ‘Abdul Wahāb Khalāf 

 
25 Pembahasan mengenai teori kausalitas dalam fikih ḍamān dapat dilihat dalam Wahbah 

az-Zuhailī, Naẓariyyah ad-Ḍamān, au Ahkām al-Mas’ūliyyah al-Madaniyyah wa al-Jināiyyah fi al-

Fiqh al-Islāmi (Damaskus: Dār al-Fikr, 1998), hlm. 31-56. 

 
26 Lafadz asli dalam bahasa Arab berbunyi "المباشر ضامن وإن لم يتعمد والمتسبب لا إلا إذا كان متعمدا". 

Lihat Ibnu Nujaim, al-Asybāh wa an-Naẓāir (Beirut, Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1999), hlm. 243, 

dan Majallah al-Ahkām al-‘Adliyyah Pasal 92 dan 93. 
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Secara bahasa, kata siyāsah berarti mengatur. Kata siyāsah berakar dari tiga 

huruf “sin-alif-sin”, dan merupakan bentuk masdar dari kata kerja sasa-yasūsu-

siyāsatan. Kata siyāsah kerap dikaitkan dengan kata ar-ra’iyyah yang bermakna 

rakyat. Jika digunakan secara bersamaan “sustu ar-ra’iyyah siyāsatan”, maka kata 

siyāsah dimaknai memerintah rakyat dan melarang mereka.27 Kata siyāsah juga 

dapat diartikan sebagai mengemban tugas kepemimpinan manusia.28  

Sementara itu, pengertian siyāsah secara terminologis telah banyak 

dikemukakan oleh para fukaha. Salah satunya adalah definisi yang dikemukakan 

oleh Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah dengan mengutip Ibnu ‘Aqil. Dalam bukunya 

berjudul I’lam al-Muwaqqi’in, Ibnu al-Qayyim menjelaskan bahwa yang dimaksud 

dengan siyāsah adalah segala perbuatan yang mendekatkan manusia kepada 

kebaikan dan kemaslahatan serta semakin jauh dari kemudaratan, meski perbuatan-

perbuatan tersebut belum diperintahkan secara eksplisit oleh Rasulullah SAW dan 

tidak ada wahyu yang turun untuk mengaturnya. Menurut Ibnu al-Qayyim, 

implementasi siyāsah tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam.29 

Siyāsah dalam konteks sistem ketatanegaraan mencakup berbagai aspek. Di 

antaranya adalah aspek konstitusi (dustūriyyah), legislasi (tasyrī’iyyah), peradilan 

(qaḍāiyyah), keuangan (māliyyah), urusan dalam negeri (dākhiliyyah), hubungan 

luar negeri (khārijiyyah), dan administrasi (idāriyyah). Prof. Abdurrahman Tāj 

 
27 Al-Fairūz Ābādī, al-Qāmūs al-Muhiṭ (Beirut: Muassasah ar-Risālah, 2005), hlm. 551. 

 
28 Majma’ al-Lugah al-‘Arabiyyah Kairo, al-Qāmūs al-Wasīṭ (Kairo: Dār ad-Da’wah, 

2004), I:462. 

 
29 Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah, I’lām al-Muwaqqi’in ‘an Rabbi al-‘Ālamīn (Beirut: Dār 

al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1991), IV: 283. 
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menyatakan bahwa hukum Islam juga mempunyai seperangkat aturan dan 

ketentuan yang mengatur kehidupan umat Islam dalam aspek-aspek kenegaraan 

tadi. Inilah yang menurut Tāj dinamakan “as-siyāsah as-syar’iyyah”, yakni 

seperangkat aturan dan ketentuan yang mengatur kehidupan umat Islam dalam 

konteks kenegaraan.30  

Muhammad Iqbal kemudian menjelaskan bahwa hakikat as-siyāsah as-

syar’iyyah dapat dijabarkan dalam empat poin. Poin yang pertama adalah bahwa 

as-siyāsah as-syar’iyyah membahas tentang pengaturan kehidupan manusia. 

Kedua, pengaturan kehidupan manusia dalam as-siyāsah as-syar’iyyah dilakukan 

oleh pemegang kekuasaan (ūlu al-amr). Ketiga, pengaturan kehidupan yang 

dilakukan oleh penguasa bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan 

menghilangkan kemudaratan. Poin terakhir adalah bahwa pengaturan dalam konsep 

as-siyāsah as-syar’iyyah tidak boleh bertentangan dengan spirit atau prinsip-prinsip 

umum dalam syariat Islam.31 

Di dalam nomenklatur kajian hukum Islam, as-siyāsah as-syar’iyyah 

didiskusikan dalam fikih siyāsah. Secara umum fikih siyāsah adalah salah satu 

cabang ilmu fikih yang mengkaji tentang ketatanegaraan dalam perspektif hukum 

Islam. Fikih siyāsah mempunyai kedudukan dan penting dan strategis dalam kajian 

hukum Islam di era kontemporer, terutama dalam rangka aktualisasi produk-produk 

hukum Islam dalam kehidupan bernegara secara efektif. Eksistensi negara dan 

 
30 Abdurraḥman Tāj, as-Siyāsah as-Syar’iyyah wa al-Fiqh al-Islāmi (Kairo: Dār al-Kutub 

al-‘Arabī, 1953), hlm. 8-9. 

 
31 Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam (Jakarta: 

Kencana, 2014), hlm. 6. 
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pemerintahan mempunyai peran yang vital dalam menjamin ketentuan-ketentuan 

hukum Islam dapat berlaku di tengah masyarakat.32  

Salah satu pakar hukum Islam kontemporer yang turut berkontribusi dalam 

membahas fikih siyāsah adalah ‘Abdul Wahāb Khalāf. Gagasan Khalāf mengenai 

siyāsah as-syar’iyyah secara umum dituangkan dalam karyanya yang berjudul “as-

Siyāsah as-Syar’iyyah”. Beberapa pembahasan yang dikemukakan Khalāf dalam 

buku tersebut mencakup legislasi dalam Islam melalui ijtihad, Islam dan jaminan 

kepemimpinan yang adil, kebijakan konstitusi (as-siyāsah ad-dustūriyyah), 

kebijakan luar negeri (as-siyāsah al-kharijiyyah), dan kebijakan keuangan (as-

siyāsah al-maliyyah).  

Dalam pembahasan kebijakan konstitusi (as-siyāsah ad-dustūriyyah), 

Khalāf menyampaikan gagasannya mengenai bentuk pemerintahan, pilar-pilar 

pemerintahan, serta urgensi musyawarah (syūrā) dalam menjalankan wewenang 

kenegaraan. Di samping itu, Khalāf juga menjelaskan konsep hak-hak individu 

yang wajib dijamin oleh pemegang kekuasaan tanpa adanya diskriminasi. Khalāf 

juga berkeyakinan bahwa pemerintahan Islam yang ideal seharusnya mengadopsi 

konsep kesetaaraan di mata hukum (equality before the law). 

Teori ‘Abdul Wahāb Khalāf mengenai as-siyāsah as-syar’iyyah, khususnya 

as-siyāsah ad-dustūriyyah, dianggap dapat digunakan untuk melihat 

kontekstualisasi pandangan az-Zuḥailī mengenai doktrin tanggung jawab mutlak 

sehingga dapat digunakan dalam rangka pembinaan hukum lingkungan hidup di 

Indonesia. 

 
32 Ibid, hlm. 12. 
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F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian pustaka (library 

research). Dalam penelitian ini, penulis mencoba untuk mengetahui doktrin 

tanggung jawab mutlak dan penggunaanya dalam hukum lingkungan hidup di 

Indonesia juga pandangan hukum Islam terhadap hal tersebut. Penelitian ini 

dilakukan melalui penelusuran terhadap data-data sekunder yang berupa buku, 

artikel, undang-undang, putusan pengadilan, dokumen, laporan dan sumber-sumber 

lainnya. Penelitian ini juga termasuk dalam kategori penelitian kualitatif. 

2. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis 

normatif yang dilakukan dengan menelusuri data sekunder dan bahan pustaka yang 

telah ada.33 Di mana doktrin tanggung jawab mutlak dalam hukum lingkungan 

hidup di Indonesia ditelaah dengan merujuk pada teks-teks normatif hukum Islam, 

khususnya pada literatur yang membahas tentang teori ḍamān dan as-siyāsah as-

syar’iyyah.   

3. Sumber Data 

Data yang digunakan di dalam penelitian adalah data sekunder yang 

diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan yang telah tersedia. Karena penelitian ini 

 
33 Normative Legal Research atau penelitian hukum normatif mempunyai kecenderungan 

dalam mencitrakan hukum sebagai disiplin preskriptifnya di mana hanya melihat hukum dari sudut 

pandang normanya saja. Selengkapnya dapat dibaca dalam Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji, 

Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001), hlm. 

14. 
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merupakan penelitian yuridis normatif yang bertumpu pada penelusuran datat 

sekunder, maka data sekunder dalam penelitian ini didapatkan dari sumber bahan 

hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.  

a. Bahan hukum primer yang berkaitan dengan doktrin tanggung jawab 

mutlak dalam hukum lingkungan hidup di Indonesia bersumber dari hukum 

nasional yang mengatur tentang lingkungan hidup, di antaranya Undang-

undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Zona 

Ekonomi Eksklusif Indonesia, dan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1997 

tentang Ketenaganukliran. Sementara bahan hukum primer yang berkaitan 

dengan hukum Islam mencakup al-Qur’an, hadis Nabi SAW, buku 

Naẓariyyatu ad-Ḍamān karya Wahbah az-Zuḥailī, dan buku as-Siyāsah as-

Syar’iyyah karya ‘Abdul Wahāb Khalāf. 

b. Bahan hukum sekunder yang berfungsi memberikan penjelasan terhadap 

bahan hukum primer, antara lain mencakup: Peraturan Pemerintah Nomor 

74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun, 

tulisan-tulisan atau pendapat para ahli hukum yang berkaitan dengan 

doktrin tanggung jawab mutlak, teori fikih ḍamān, dan teori as-siyāsah as-

syar’iyyah. 

c. Bahan hukum tersier yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum 

primer dan bahan hukum sekunder, berupa kamus-kamus hukum seperti 

Black’s Law Dictionary, dan ensiklopedi hukum Islam seperti al-Mausū’ah 

al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah. 



21 

 

     

 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian doktrin tanggung jawab mutlak dalam persepektif hukum Islam 

ini adalah penelitian normatif yang bertumpu pada data sekunder. Dalam penelitian 

ini penulis mengumpulkan data melalui literatur dan dokumen yang berkaitan 

dengan pemberlakuan tanggung jawab mutlak dalam hukum lingkungan hidup 

sebagai objek penelitian, serta fikih ḍamān dan as-siyāsah as-syar’iyyah sebagai 

pisau analisis yang digunakan dalam penelitian. 

5. Analisis Data 

Analisis adalah proses menghubungkan, memisahkan, dan 

mengelompokkan antara data yang satu dengan data yang lain sehingga dapat 

membentuk suatu kesimpulan yang tepat dan akurat.34 Data-data sekunder yang 

telah terkumpul dianalisa dengan metode deskriptif, yakni menjelaskan 

pemberlakuan doktrin tanggung jawab mutlak dalam hukum lingkungan hidup di 

Indonesia. Langkah analisa selanjutnya dilakukan dengan metode analisis. Langkah 

analisis yang pertama adalah menganalisa tanggung jawab mutlak dengan 

menggunakan teori Wahbah az-Zuḥailī tentang pembentukan tanggung jawab 

hukum dalam fikih ḍamān. Kemudian langkah analisis kedua adalah menganalisa 

pandangan Wahbah az-Zuḥailī tentang tanggung jawab mutlak dengan 

menggunakan teori as-siyāsah as-syar’iyyah ‘Abdul Wahāb Khalāf. 

 

 
34 Sumardi Suryabrata, Metodologi Penelitian (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 

85. 
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G. Sistematika Pembahasan 

Untuk memberikan gambaran yang jelas tentang isi penelitian ini, penulis 

melakukan sitematika penulisan sebagai berikut: 

 Bab pertama merupakan pendahuluan di dalam penelitian. Bab ini 

mencakup penjelasan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan 

manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori yang digunakan, metode 

pengumpulan dan analisis data dan sistematika pembahasan.  

 Bab kedua menjelaskan tentang asas tanggung jawab mutlak atau strict 

liability secara terperinci. Pembahasan ini mencakup pengertian strict liability, asal 

muasal doktrin strict liability, unsur-unsur yang terkandung di dalam asas strict 

liability, serta urgensi pemberlakuan doktrin strict liability. Di dalam bab ini juga 

dibahas mengenai konsep tanggung jawab hukum dalam Islam yang terdapat dalam 

kajian fikih ḍamān. Pembahasan ini meliputi pengertian umum tentang ḍamān, 

legalitas ḍamān dalam hukum Islam, unsur-unsur pembentuk tanggung jawab 

hukum dalam Islam, syarat-syarat ḍamān, sumber-sumber ḍamān, dan tanggung 

jawab hukum perdata dalam hukum Islam.  

 Bab ketiga menjelaskan tentang pemberlakuan doktrin tanggung jawab 

mutlak dalam hukum lingkungan di Indonesia. Pembahasan dalam bab ini secara 

terperinci mencakup hukum lingkungan hidup di Indonesia, perkembangan doktrin 

tanggung jawab mutlak dalam hukum lingkungan hidup di Indonesia, serta unsur-

unsur tanggung jawab mutlak dalam hukum lingkungan hidup di Indonesia. 

Bab keempat menjelaskan tentang pandangan hukum Islam pada doktrin 

tanggung jawab mutlak atau strict liability yang berlaku dalam hukum lingkungan 



23 

 

     

 

hidup di Indonesia. Teori yang digunakan untuk menemukan pandangan hukum 

Islam mengenai tanggung jawab mutlak adalah teori Wahbah az-Zuḥailī  tentang 

pembentukan tanggung jawab hukum dalam fikih ḍamān. Di dalam bab ini juga 

dibahas tentang kontekstualisasi pandangan az-Zuḥailī tentang tanggung jawab 

mutlak dalam pembinaan hukum lingkungan hidup di Indonesia. Teori yang 

digunakan untuk melihat kontekstualisasi pandangan az-Zuḥailī tersebut adalah 

teori ‘Abdul Wahāb Khalāf tentang as-siyāsah as-syar’iyyah, khususnya as-siyāsah 

ad-dustūriyyah. 

Sedangkan bab kelima adalah penutup. Bab ini memaparkan kesimpulan 

yang diperoleh oleh penulis melalui penelitian yang telah dilakukan. Selain itu, bab 

ini juga memuat saran-saran dari penulis yang dipandang relevan, baik pada ranah 

keilmuan maupun ranah praktis.



139 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Setelah melakukan penelitian dan penulusuran terhadap data yang terdapat 

dalam berbagai literatur yang membahas tentang doktrin tanggung jawab mutlak, 

fikih ḍamān dan as-siyāsah as-syar’iyyah, dapat ditarik kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Dilihat menggunakan teori Wahbah az-Zuḥailī tentang pembentukan tanggung 

jawab hukum dalam fikih ḍamān dapat disimpulkan bahwa doktrin tanggung 

jawab mutlak yang terdapat di dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 32 Tahun 

2009 dapat digunakan dalam penetapan tanggung jawab hukum untuk 

mengganti rugi dalam kasus penyelesaian sengketa lingkungan hidup adalah 

merupakan suatu aturan khusus dalam konsep tanggung jawab hukum dalam 

Islam. Pada dasarnya teori Wahbah az-Zuḥailī menganggap bahwa 

pelanggaran (at-ta’addī) adalah unsur yang harus ada dalam penetapan 

tanggung jawab hukum. Namun dalam uraian az-Zuḥailī, terdapat beberapa 

pengecualian yang dapat dijustifikasi dengan manfaat hukum yang ingin 

dicapai melalui tanggung jawab ganti rugi, yakni pengembalian hak kepada 

pemiliknya (al-jabr). Kemudian jika ditinjau dari unsur hubungan kausalitas, 

maka tanggung jawab mutlak dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup 

seharusnya diterapkan pada hubungan kausalitas langsung (al-mubāsyarah), 

dan tidak dapat diberlakukan dalam hubungan kausalitas tidak langsung (at-

tasabbub). Melalui teori hubungan kausalitas dapat juga disimpulkan bahwa 
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pemberlakuan doktrin tanggung jawab mutlak di dalam undang-undang 

haruslah menyertakan faktor-faktor pemaaf.  

2. Pandangan az-Zuḥailī tersebut dapat digunakan dalam pembinaan hukum 

lingkungan hidup di Indonesia karena keberadaannya merupakan sebuah 

kebutuhan dalam era teknologi dan industri yang semakin modern yang 

menyebabkan sulitnya pembuktian dalam kasus-kasus penting dalam 

penyelesaian lingkungan hidup. Penggunaan doktrin ini dalam hukum 

lingkungan hidup di Indonesia juga tidak menyalahi prinsip-prinsip syariat 

karena bertujuan untuk menjaga lingkungan hidup (hifẓ al-bīah) yang 

merupakan kemaslahatan primer. Pemberlakuan doktrin tanggung jawab 

mutlak dalam hukum lingkungan hidup juga tidak menyalahi prinsip-prinsip 

konstitusi Islam (as-siyāsah ad-dustūriyyah) karena berfungsi untuk menjaga 

hak-hak individu yang mencakup hak bertempat tinggal dan mendapatkan 

lingkungan hidup yang baik dan sehat. Meski demikian, menurut teori Khalāf 

tersebut, pemberlakuan doktrin ini harus memasukkan alasan-alasan pemaaf ke 

dalam undang-undang untuk menjamin kesetaraan di mata hukum (equality 

before the law) dalam proses penyelesaian sengketa lingkungan hidup. 

 

B. Saran 

1. Guna memberikan peraturan yang sejelas-jelasnya dalam penyelesaian 

sengketa lingkungan hidup, pemberlakuan doktrin tanggung jawab mutlak 

dalam Pasal 88 UUPPLH Tahun 2009 perlu dijelaskan sejelas-jelasnya dan 

dilengkapi dengan peraturan yang mengatur teknis dan prosedur 
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penggunaannya secara terperinci. Salah satu langkah krusial yang perlu 

dilakukan adalah mengembalikan faktor-faktor pemaaf ke dalam pasal-pasal 

yang mengatur tentang pemberlakuan doktrin tanggung jawab mutlak dalam 

penyelesaian sengketa lingkungan hidup. Maka penulis memberi saran kepada 

segenap pihak yang terlibat dalam proses legislasi agar memasukkan kembali 

faktor-faktor pemaaf tersebut. 

2. Menyadari perkembangan teknologi dan industri yang semakin tak terbendung, 

perlu adanya modernisasi dalam bidang hukum lingkungan hidup guna 

menjamin terlaksananya pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan 

hidup. Penggunaan doktrin tanggung jawab mutlak merupakan bentuk 

kemajuan dalam pemikiran hukum yang berupaya untuk memastikan 

pemanfaatan lingkungan hidup untuk kepentingan pribadi maupun kolektif 

tidak menyebabkan kerusakan dan pencemaran yang berdampak buruk untuk 

generasi sekarang dan yang akan datang. Oleh karenanya, penulis memberi 

saran kepada pihak-pihak yang aktif berperan dalam lembaga peradilan, 

terutama di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung agar 

menggunakan doktrin tanggung jawab mutlak pada kasus-kasus di mana ia 

diperlukan. 

3. Kajian hukum Islam yang berfokus pada perbuatan melawan hukum dan 

tanggung jawab hukum untuk mengganti rugi masih terbilang langka jika 

dibandingkan dengan bidang-bidang fikih lainnya. Dengan munculnya 

persoalan-persoalan yang makin kompleks di era modern ini, seharusnya 

kajian-kajian hukum Islam dalam bidang fikih ḍaman harus senantiasa 
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dikembangkan sehingga tidak tertinggal dari pemikiran-pemikiran inovatif dari 

pakar-pakar hukum untuk menjawab kebutuhan dan tantangan zaman. Penulis 

memberi saran kepada segenap pelajar, mahasiswa, dosen, akademisi, dan 

seluruh civitas akademika agar terus menggalakkan studi dan penelitian pada 

bidang fikih ḍamān, juga pada kajian keislaman yang berkaitan dengan 

lingkungan hidup. 
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I 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 

 

 

Lampiran 1: Terjemahan Al-Qur’an dan Hadis 

 

Hlm. Nomor 

Footnote 

Ayat al-Qur’an/Hadis Terjemahan 

تُم  وَإَنۡ   77 48 تُمۡ فَ عَاقَبُواح بِثَۡلَ مَا عُوقَب ۡ عَاقَ ب ۡ

 بهََۦۖ

Dan jika kamu membalas, 

maka balaslah dengan 

(balasan) yang sama dengan 

siksaan yang ditimpakan 

kepadamu. (QS an-Nahl (16): 

126). 

فَمَنَ ٱعۡتَدَىٰ عَلَيۡكُمۡ فٱَعۡتَدُواح عَلَيۡهَ   78 49

 ٱعۡتَدَىٰ عَلَيۡكُمۡ  بِثَۡلَ مَا  

Oleh sebab itu barang siapa 

menyerang kamu, maka 

seranglah dia setimpal dengan 

serangannya kepadamu. 

ُ عَنحهُ   -وَعَنح أنََسٍ  79 49 »أَنه  -رَضَيَ الِلّه

ُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ   - النهبِه   كَانَ   -صَلهى الِلّه

دَى  عَنحدَ بَ عحضَ نَسَائهََ. فأََرحسَلَتح إحح

مَنَيَن مَعَ خَادَمٍ لََاَ  أمُههَاتَ الحمُؤح

عَةٍ فَيهَا طَعَامٌ. فَضَرَبَتح بيََدَهَا.  بقََصح

صحعَةَ. فَضَمههَا، وَجَعَلَ فَكَسَرَتح الحقَ 

فَيهَا الطهعَامَ وَقاَلَ: كُلُوا وَدَفَعَ 

عَةَ الصهحَيحَةَ للَرهسُولَ، وَحَبَسَ  الحقَصح

Dari Anas raḍiyallāhu'anhu 

bahwa Nabi SAW sedang 

berada di rumah salah seorang 

istrinya. Lalu salah satu 

istrinya yang lain mengutus 

seorang pelayan membawa 

sebuah wadah yang berisi 

makanan. Kemudian ia (istri 

yang serumah dengan beliau) 

memukul dengan tangannya 

dan pecahlah wadah tersebut. 

Beliau menangkupkan wadah 

itu dan meletakkan makanan di 

atasnya, lalu bersabda: 

"Makanlah." Kemudian beliau 



 

II 

سُورةََ« رَوَاهُ الحبُخَاريَُّ وَالتّيَحمَذَيُّ،  الحمَكح

وَسََهى الضهاربَةََ عَائَشَةَ، وَزاَدَ: فَ قَالَ 

ُ عَ   - النهبُِّ   : -لَيحهَ وَسَلهمَ صَلهى الِلّه

»طعََامٌ بَطعََامٍ، وَإَنََءٌ بََِنََءٍ« 

 وَصَحهحَهُ 

mengembalikan wadah yang 

baik kepada pesuruh itu dan 

menyimpan wadah yang pecah. 

Riwayat Bukhari dan Tirmidzi, 

dan dia menyebut pemukul 

tersebut adalah 'Aisyah, dan 

menambahkan: Nabi SAW 

bersabda: "Makanan diganti 

makanan dan bejana diganti 

bejana." Hadits shahih 

menurutnya. 

 دَابهةً فِ سَبَيلٍ مَنح سُبُلَ  مَنح أَوحقَفَ  81 50

وَاقَهَمح   لَمَيَن أوَح فِ سُوقٍ مَنح أَسح الحمُسح

لٍ فَ هُوَ ضَامَنٌ   فأََوحطأََتح بيََدٍ أوَح رجَح

Barang siapa yang 

memberhentikan hewan di 

tengah jalan orang muslim, 

atau di salah satu pasar milik 

mereka, lantas hewan tersebut 

merusak (barang) baik dengan 

kaki maupun tangannya, maka 

(yang membawanya) 

bertanggung jawab mengganti 

rugi 

 Tangan yang mengambil عَلَى الحيَدَ مَا أَخَذَتح حَتَّه تُ ؤَديَيهَُ  82 50

(sesuatu) bertanggung jawab 

sampai ia mengembalikannya 

 Dilarang menyebabkan bahaya لا ضرر ولا ضرار  84 51

maupun membalas bahaya 

يَ ُّهَا ٱلهذَينَ ءَامَنُ وأاح أوَۡفُواح بٱَلۡعُقُودَ  109 62  Wahai orang-orang yang يَأَٰ

beriman! Penuhilah janji-janji. 

(QS. al-Maidah (5): 1)  



 

III 

لَمُونَ عَلَى   110 62 شُرُوطَهَمح إلاه شَرحطاً الحمُسح

 حَرهمَ حَلَالًا أوَح أَحَله حَراَمً 

Setiap muslim harus memenuhi 

syarat-syarat yang telah 

mereka sepakati. Kecuali 

syarat yang mengharamkan 

yang halal atau menghalalkan 

yang haram. 

يَ ُّهَا ٱلهذَينَ ءَامَنُواح لَا   216 118 تَدۡخُلُواح بُ يُوتًً يَأَٰ

نَسُواح وَتُسَليَمُواح  
ۡ
غَيۡرَ بُ يُوتَكُمۡ حَتَّهٰ تَسۡتَأ

لَكُمۡ خَيۡرٌ لهكُمۡ لَعَلهكُمۡ    ذَٰ
عَلَىأٰ أهَۡلَهَا 

 تَذكَهرُونَ 

Wahai orang-orang yang 

beriman! Janglah kamu 

memasuki rumah yang bukan 

rumahmu sebelum meminta 

izin dan memberi salam kepada 

tuan rumah. Demikian itu lebih 

baik bagimu, agar kamu selalu 

ingat. (QS. an-Nur (24): 27). 

لَوح يُ عحطَى النهاسُ بَدَعحوَاهُمح لَادهعَى  219 119

وَالَ قَ وحمٍ وَدَمَاءَهُمح , وَلَكَنه  رجََالٌ أمَح

الحمُدهعَي، وَالحيَمَيَن عَلَى الحبَ ييَنَةَ عَلَى  

 مَنح أنَحكَرَ 

Jika setiap orang memperoleh 

hak (hanya) dengan dakwaan 

mereka (semata), pastilah akan 

banyak orang yang 

mengajukan dakwaan terhadap 

harta orang lain dan darah 

mereka. Namun, bukti harus 

dihadirkan oleh pihak yang 

mengajukan dakwaan, dan 

sumpah harus diucapkan oleh 

yang mengingkari. 
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Lampiran 2: Biografi Wahbah az-Zuḥailī 

 

Syaikh Wahbah az-Zuḥailī lahir di pada tanggal 6 Maret 1932 di kota Deir 

Atiyah, provinsi Rifq Dimashq, Syria. Ayah beliau bernama Muṣṭafā az-Zuḥailī, 

seorang muslim yang taat dan penghafal al-Qur’an. Sedangkan ibu beliau bernama 

Fāṭimah binti Muṣṭafā Sa’dah, seorang muslimah yang gigih. Sejak usia beliau, 

kedua orang tua az-Zuḥailī telah mengarahkan beliau untuk menekuni ilmu fiqih 

dan cabang-cabang ilmu agama lainnya.  

 

Perjalanan Keilmuan Wahbah az-Zuḥailī 

Pada masa kecil, beliau mulai belajar al-Qur’an dan ilmu-ilmu agama di 

kuttab. Pendidikan dasar (al-madrasah al-ibtidāiyyah) beliau selesaikan di 

kampung halaman. Setelah itu, pada tahun 1946 az-Zuḥailī berangkat menuju kota 

Damaskus untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya. Pada saat itu 

beliau berumur 14 tahun. Di Damaskus beliau menamatkan jenjang studi menengah 

pertama (I’dād) dan lanjutan (ṡanāwiyyah) di kuliah syariah (sekarang bernama 

sanāwiyyah syari’ah).  

Setelah itu, perjalanan akademik beliau berlanjut di Mesir, di mana beliau 

menunjukkan kesungguhannya dalam menuntut ilmu. Hal ini tercermin dalam 

aktifitas akademik beliau yang begitu padat. Beliau mengikuti program studi 

syariah dan bahasa Arab secara bersamaan dari Universitas al-Azhar, Kairo. Selain 

itu, pada periode yang sama beliau juga mengikuti program studi hukum (huqūq) 

di Universitas ‘Ainu Syams, Kairo. Beliau menamatkan program studi syariah dari 

Universitas al-Azhar dengan predikat lulusan terbaik pada tahun 1956. Sementara 
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program takhaṣṣuṣ dalam bidang bahasa Arab beliau purnakan pada tahun 1957. 

Gelar strata satu dalam bidang hukum beliau peroleh dari Univeristas ‘Ainu Syams 

pada tahun 1957. 

 Perjalanan akademik az-Zuḥailī tidak berhenti di situ. Beliau kemudian 

melanjutkan studi S2 di Universitas Kairo. Pada tahun 1959 beliau mendapatkan 

gelar Master setelah menyelesaikan tesis beliau berjudul “aż-Żarāi’ fi as-Siyāsah 

as-Syar’iyyah wa al-Fiqh al-Islāmī”. Setelah menamatkan studi S2nya, az-Zuḥailī 

berhasil menamatkan studi doktoralnya pada tahun 1963 dengan disertasi berjudul 

“Āṡāru al-Ḥarb fi al-Fiqh al-Islāmī, Dirāsah Muqāranah” dengan bimbingan Prof. 

Dr. Salām Madkūr. Turut serta menjadi dewan penguji disertasi az-Zuḥailī  adalah 

Prof. Dr. Abū Zahrah dan Dr. Muḥammad Hāfiẓ Gānim, yang pada waktu itu 

menjabat sebagai Menteri Pendidikan Tinggi. Disertasi az-Zuḥailī mendapatkan 

nilai tertinggi (as-syaraf al-ūlā). 

 Capaian akademik az-Zuḥailī tidak lepas dari bimbingan para guru yang 

menemani tumbuh kembang pemikirannya. Di antara guru-guru beliau semasa di 

Syria adalah Syaikh ‘Abdurraḥmān Ḥasan Habnakah al-Maidānī, Syaikh Ḥasan bin 

‘Umar as-Syaṭṭī, Syaikh Muḥammad Ṣālih Farfūr, Syaikh Muḥammad Luṭfī al-

Fayūmī dan Syaikh Muḥammad Hāsyim al-Khaṭīb. Sedangkan guru-guru beliau 

semasa di Mesir di antaranya adalah Syaikh Muḥammad Abū Zahrah, Syaikh 

Maḥmūd Syaltūt, Syaikh Dr. ‘Abdurraḥmān Tāj, Syaikh Salām Madkūr, Syaikh 

‘Īsā Manūn dan Syaikh ‘Alī Muḥammad al-Khafīf. Dapat dicermati bahwa para 

guru yang mempunyai andil dalam pendewasaan intelektual dan pemikiran az-

Zuḥailī adalah guru-guru yang mempunyai otoritas dalam bidang-bidang keilmuan 
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Islam, sehingga kualitas az-Zuḥailī sebagai seorang ulama’ yang otoriter tidak perlu 

dipertanyakan lagi. 

 

Peran dan Kontribusi az-Zuḥailī 

Kontribusi pertama az-Zuḥailī dalam bidang akademik adalah ketika beliau 

didapuk sebagai staf pengajar di Fakultas Syariah Universitas Damaskus. Posisi itu 

beliau dapatkan selepas menamatkan studi doktoral beliau pada tahun 1963. Karir 

akademik beliau senantiasa mengalami peningkatan. Pada tahun 1969 beliau 

menjadi assistant professor. Dan akhirnya pada tahun 1975 beliau resmi dinobatkan 

sebagai guru besar di Universitas Damaskus. 

Aktifitas mengajar az-Zuḥailī tidak hanya dilakukan di kampus Universitas 

Damaskus saja. Beliau juga dipercaya untuk mengajar di beberapa tempat lainnya, 

seperti Universitas Benghazi, Libya, di mana beliau mengajar di Fakultas Syariah 

dan Hukum dan juga di Fakultas Sastra dari tahun 1972 sampai tahun 1974. Selain 

itu, beliau juga dipercaya untuk mengajar di Fakultas Syariah Universitas Khartoum 

dan Univeritas Omdurman, dua-duanya di Sudan. Juga di kampus International 

Univerity of Africa, Sudan, beliau juga diminta untuk memberikan beberapa kuliah 

umum. Periode mengajar terlama yang dijalani oleh az-Zuḥailī di luar Damaskus 

adalah di Universitas Uni Emirat Arab, di mana beliau mengajar selama lima tahun 

dari tahun 1984 hingga 1989.  

Selain mengajar, beliau juga dipercaya untuk menduduki berbagai jabatan, 

baik akademik maupun non-akademik. Dalam bidang akademik, beliau pernah 

ditunjuk menjadi Wakil Dekan Fakultas Syariah Universitas Damaskus pada 
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periode 1967-1969. Pada periode tersebut, beliau juga sempat menerima tugas 

sebagai acting dean (dekan sementara), yakni dari November 1967 sampai tahun 

1969. Saat mengajar di Universitas Uni Emirat Arab, beliau juga ditugaskan 

menjadi Ketua Program Studi Syariah dari tahun 1985 hingga 1989. Pada periode 

tersebut, beliau juga ditugaskan untuk menjadi acting dean.  

Sedangkan di bidang non-akademik, beliau juga mempunyai beberapa peran 

penting lainnya. Di antara beberapa jabatan beliau antara lain: 

1. Tim Ahli di berbagai lembaga fikih internasional, seperti: International 

Islamic Fiqh Academy, Jeddah, al-Majma’ al-Fiqhi di Mekkah, Majma’ 

al-Fiqh al-Islami di India, Sudan, dan Amerika Serikat.  

2. Anggota Majelis Fatwa Tertinggi di Syria. 

3. Dewan Pengawas Syariah di beberapa lembaga keuangan di Bahrain. 

4. Ketua Divisi Studi Syariah di Majelis Syariah untuk Bank Islam di 

Bahrain. 

5. Anggota Dewan Penasehat dalam Ensiklopedi Peradaban Islam, Dar al-

Fikr. 

6. Anggota Komite Penelitian dan Urusan Keagamaan di Kementerian 

Wakaf, Syria. 

 

Karya Tulis 

 Wahbah az-Zuḥailī dikenal sebagai ulama’ yang produktif dalam 

menghasilkan karya tulis. Dr. Badī’ as-Sayyid al-Laḥḥām dalam tulisannya tentang 

biografi az-Zuḥailī menyatakan bahwa jumlah karya tulis az-Zuḥailī yang 
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merupakan karya tulis yang independen melebihi 130 buku. Jumlah tersebut tidak 

termasuk tulisan-tulisan beliau yang digarap secara kolaboratif, kontribusi tulisan 

untuk proyek ensiklopedi dan kumpulan tulisan, juga tidak termasuk tulisan-tulisan 

yang diajukan dalam konferensi-konferensi ilmiah. Beberapa judul karya tulis 

beliau yang paling masyhur di antaranya: 

1. Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu 

2. Āṡāru al-Ḥarb fī al-Islām  

3. At-Tafsīr al-Munīr 

4. Al-Fiqh al-Islāmī fī Uslūbihī al-Jadīd 

5. Naẓariyyatu ad-Damān 

6. Naẓariyyatu aḍ-Ḍarūrah as-Syar’iyyah 

7. Al-‘Alāqāt ad-Duwaliyyah fī al-Islām 

8. Al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh 

9. Juhūd Taqnīn al-Fiqh al-Islāmī 

10. Al-Waṣāyā wa al-Waqf fi al-Fiqh al-Islāmī 

11. Fiqh al-Mawārīṡ fi al-Fiqh al-Islāmī 

12. Al-Mu’āmalāt al-Māliyyah al-Mu’āṣirah 

Wafat 

Wahbah az-Zuḥailī wafat pada hari Sabtu, 8 Agustus 2015 bertepatan dengan 23 

Syawwal 1436 Hijrah di Damaskus, Syria saat berumur 83 tahun. 
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Sumber utama:  

Al-Laḥḥām, Badī’ as-Sayyid, Wahbah az-Zuḥailī, al-‘Ālim al-Faqīh al-Mufassir, 

Damaskus: Dār al-Qalam, 2001. 
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